
BUPATIENREK.ANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 
NOMOR . 10 TA\-\Ut'i .!l0\7 

TENT ANG 
PELAKSANAAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN ENREKANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI ENREKANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa penyakit malaria merupakan salah satu penyakit 

menular dengan angka kesakitan dan kematian yang 

tinggi dan menjadi masalah kesehatan masyarakat di 

Indonesia, yang menyebabkan menurunnya produktivitas 

sumber daya manusia dan pembangunan daerah; 

b. bahwa untuk menurunkan angka kesakitan dan 

kematian akibat penyakit malaria perlu melaksanakan 

program Eliminasi Malaria; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan 

Eliminasi Malaria di Kabupaten Enrekang; 

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 
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BAB VI 

KETENTUAN DAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

- 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang. 

Ditetapkan i Enrekang 

J , Pada tan al s Ar;>rt1LJi°17 

IV BUPATI NREKANG, .. \- 

Diunaangkan di Enrekang 
Pada tanggal s AW.IL ;:,0,7 

RAH KABUPATEN ENREKANG 

- 
CHAIRUL LATANRO 

SERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR ·. 10 
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7. melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap focus malaria 

untuk menentukan asal dan luasnya penularan serta 

klasifikasinya; dan 

8. membuat peta GIS berdasarkan data focus, kasus, genetipe 

isolate parasite, vector dan kegiatan intervensi. 

d. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), meliputi : 

1. meningkatkan promosi kesehatan untuk mencegah kembalinya 

penularan dari kasus impor; 

2. melakukan integrasi dengan program lain dalam kegiatan 

penurunan reseptivitas; dan 

3. melakukan advokasi dan sosialisasi agar mendapat dukungan 

politik dan jaminan dalam penyediaan dana minimal untuk 

pemeliharaan eliminasi. 

e. Peningkatan Sumber Daya Manusia, dilakukan dengan cara 

refreshing dan motivasi kepada petugas mikroskopis agar tetap 

menjaga kualitas dalam pemeriksaan persediaan darah. 
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